REPUBLIK INDONESIA

No.757, 2018 KEMENHUB. Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor
Peti Kemas Terverifikasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 53 TAHUN 2018
TENTANG
KELAIKAN PETI KEMAS DAN
BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3),
Pasal 95 ayat (5), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal
99 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 105 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan
Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran serta dalam rangka melaksanakan pemberlakuan
persyaratan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
sebagaimana diatur dalam amandemen SOLAS 1972 Bab IV
Pasal 2, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas

Terverifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang

Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4227);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang
Mengesahkan "International Convention For The Safety
of Live at Sea, 1974", sebagai Hasil Konferensi
Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974,
yang telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah
Republik Indonesia, di London, Pada Tanggal 1
November 1974, yang merupakan  Pengganti
"International Convention for The Safety of Life at Sea,
1960", sebagaimana terlampir pada Keputusan
Presiden ini (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 65);

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 tentang
Pengesahan  International Convention for  Save
Containers (CSC) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 20);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1401);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun
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Menetapkan

15.

2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal
Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 282)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi
bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan
Klasifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1818);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KELAIKAN PETI KEMAS DAN BERAT KOTOR PETI KEMAS
TERVERIFIKASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang
berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang
memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat
dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut
serta dirancang secara khusus untuk memudahkan

angkutan barang dengan satu atau lebih moda
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transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan
kembali.

Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) adalah
pengaturan lubang-lubang dan muka pada bagian atas
dan/atau dasar peti kemas untuk tujuan penanganan
penumpukan dan/atau pengikatan.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda,
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung
dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan material, konstruksi,
bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata
susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan
alat penolong dan radio, elektronika kapal yang
dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.

Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang
dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang
diangkut dalam peti kemas.

Peti Kemas Baru adalah peti kemas yang awal
produksinya dilakukan pada atau setelah Peraturan
Menteri ini diundangkan.

Peti Kemas Lama adalah peti kemas yang bukan peti
kemas baru.

Pemilik Peti Kemas adalah orang perseorangan atau
badan usaha termasuk penyewa atau penjamin.

Tipe Peti Kemas adalah jenis desain yang disahkan
oleh Pemerintah.

Type Design adalah peti kemas yang dibuat
berdasarkan dengan persetujuan jenis desain.
Prototype adalah peti kemas yang mewakili dari peti
kemas yang dibuat atau dibuat berdasarkan dengan

Type Design.
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